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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  32/PERMEN-KP/2017 

TENTANG 

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU  

PULAU NIPA TAHUN 2017-2036 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang 

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi 

Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa; 

 

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);  

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis 

Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4211) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis 

Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 

tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
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Nomor 101); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan 

Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 127); 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 5);  

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);  

 

MEMUTUSKAN: 

   Menetapkan     : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS 

NASIONAL TERTENTU PULAU NIPA TAHUN 2017-2036. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu 

yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana 

yang menentukan arah penggunaan sumber daya 

yang disertai dengan penetapan struktur dan pola 

ruang pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu 

(KSNT) yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan 

dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya 

dapat dilakukan setelah memperoleh izin.  

2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati 

bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan 

telah ditetapkan status hukumnya.Garis Pantai 

adalah batas pertemuan antara bagian laut dan 

daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.  

3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan 

daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil 

laut diukur dari garis pantai, perairan yang 

menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, 

teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna. 

4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau 

sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) 

beserta kesatuan ekosistemnya. 

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-

tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain 

serta proses yang menghubungkannya dalam 

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 

produktivitas.Kawasan adalah bagian wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu 
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yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik 

fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk 

dipertahankan keberadaannya. 

6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan 

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 

memiliki hubungan fungsional. 

7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang 

dalam wilayah perairan KSNT yang meliputi 

peruntukan ruang untuk kawasan pemanfaatan 

umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan 

strategis nasional tertentu. 

8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari 

wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi 

berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan 

budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan dibidang penataan ruang. 

9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang 

selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang 

terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian 

lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, 

yang pengembangannya diprioritaskan bagi 

kepentingan nasional. 

10. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara 

lain, untuk alur-pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, 

dan migrasi biota Laut. 

11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas  daratan 

dan/atau   perairan  dengan batas-batas tertentu  

sebagai tempat kegiatan  pemerintahan  dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat 

kapal  bersandar,  naik turun  pengumpang,  

dan/atau  bongkar  muat  barang, berupa  terminal  

dan  tempat  berlabuh kapal  yang dilengkapi  dengan  

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan  

kegiatan penunjang  pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antarmoda transportasi.  
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